
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan 

manusia. Setiap manusia memerlukan bidang-bidang tanah untuk 

keperluan tempat mencari sumber penghidupan seperti untuk keperluan 

mendirikan tempat tinggal, untuk keperluan mendirikan fasilitas umum, 

untuk mendirikan lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, untuk areal 

pasar, untuk tempat mendirikan perkantoran baik instansi pemerintah 

maupun swasta, untuk membangun jalan umum, tempat mendirikan 

jembatan, pelabuhan laut dan bandar udara, bahkan setelah meninggalpun 

manusia masih memerlukan tanah untuk pemakamannya. Oleh karena itu, 

tanah mempunyai fungsi yang penting dan sentral dalam kehidupan, 

karena tanah sangat erat hubungannya dengan keberlangsungan hidup 

manusia. 

  Agar masalah tanah tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam 

masyarakat, diperlukan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah 

yang dengan singkat dapat disebut dengan hukum tanah.
1
 Indonesia 

merupakan negara yang kehidupan perekonomian masyarakatnya sebagian 

besar bergantung pada tanah. Sehingga tanah mempunyai fungsi yang 

penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan 

cita-cita nasional yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), 

khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa : 

“Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  

  Dan ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu negara sebagai organisasi kekuasaan 

bertindak selaku badan penguasaan pada tingkat tinggi yang dikuasai 

negara.
2
 Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, diundangkanlah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya 

disingkat dengan UUPA). Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditegaskan bahwa hak 

menguasai dari negara memberikan wewenang kepada negara sebagai 

kekuasaan untuk mengatur penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan 

bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya. Artinya negara bukan pemilik dan negara hanya ditugaskan 

untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, termasuk 

pendaftaran hak-hak atas tanah. 

  Kemudian dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA dinyatakan bahwa : 
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“Hak menguasai dari Negara di atas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 

dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan 

Peraturan Pemerintah.” 

Pada Pasal 3 UUPA dinyatakan bahwa : 

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum 

adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan 

kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan 

undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, tetap diakui.” 

  Pasal 4 UUPA ditentukan tentang hak menguasai dari negara untuk 

menentukan adanya macam-macam hak atas tanah, permukaan bumi yang 

disebut tanah. Hak ini dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang baik sendiri maupun bersama-sama termasuk badan hukum. Apabila 

hak atas tanah dipunyai oleh orang-orang atau badan hukum, maka hak 

atas tanah harus didaftarkan di Kantor Agraria/Badan Pertanahan 

(ATR/BPN) di wilayah terdapatnya hak atas tanah tersebut.
3
 

  Selanjutnya Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa : 

“Hukum agraria yang berlakunya atas bumi, air dan ruang angkasa 

adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan kepentingan 

nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan 
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sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang 

tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan 

perundangan lainnya segala sesuatunya dengan mengindahkan 

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” 

  Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hukum agraria nasional harus 

sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak atau aturan hukum yang 

berlaku dan hidup dalam lingkungan masyarakat itu sendiri yang 

mayoritas tunduk kepada ketentuan hukum adat. Dimana masing-masing 

lingkungan hukum adat mempunyai aturan dan norma yang membentuk 

hubungan antara anggota masyarakat, salah satunya adalah masyarakat 

hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.
4
 Menurut hukum adat 

Minangkabau, seluruh tanah baik yang telah dihidupkan maupun tanah 

yang belum dihidupkan adalah milik masyarakat hukum adat secara 

komunal berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal. 

  Menurut Sjahmunir di daerah Minangkabau menurut ketentuan 

hukum adat tentang tanah : 

“Tidak ada tanah yang tidak berpunya (res nullis), walau sebesar 

telapak tangan tetap ada pemiliknya, begitu juga rimba dan tanah 

yang belum dikerjakan dikuasai oleh masyarakat hukum adat, dan 

dalam kenyataan yang ada hak ulayat yang terdapat di 

Minangkabau dapat dibedakan atas hak ulayat kaum (terpegang 

pada Mamak Kepala Waris), hak ulayat suku (terpegang pada 
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penghulu suku) dan hak ulayat nagari (terpegang pada penghulu 

nagari Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disingkat KAN).”
5
 

  Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat 

Minangkabau, hak ulayat adalah hak yang tertinggi dan hanya boleh 

dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan. 

Sehingga sistem kekerabatan matrilineal merupakan suatu sarana 

pemersatu dan melahirkan rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. 

Undang-Undang Pokok Agraria bercita-cita agar Hukum Agraria di 

Indonesia tidak lagi bersifat dualisme, tetapi sederhana dan dapat 

menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.  

  Kepastian hukum hak atas tanah merupakan tujuan yang hendak 

diwujudkan UUPA. Menurut Pasal 19 UUPA, cara untuk mewujudkan 

cita-cita tersebut adalah dengan melakukan pendaftaran tanah menurut 

salah satu bentuk hak yang telah diatur di dalam UUPA. Dalam rangka 

pelaksanaan pendaftaran tanah  yang dikehendaki oleh Pasal 19 UUPA, 

maka pada tahun 1961 UUPA dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah 

(untuk selanjutnya disingkat PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah, dan kemudian dirubah dengan PP Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

  Namun, sehubungan dengan diterapkan dan dilaksanakan peraturan 

pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 19 
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UUPA, terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum 

adat Minangkabau tentang tanah. Disatu sisi demi terciptanya kepastian 

hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki seseorang, UUPA dan 

peraturan pelaksananya mengharuskan semua tanah didaftarkan dan 

disertifikatkan. Disisi lain menurut hukum adat Minangkabau tanah 

dimiliki secara komunal (bersama) oleh anggota kaum, suku maupun 

nagari. 

  Konsep pemilikan hak atas tanah pada UUPA lebih mengacu pada 

hak individu dan jelas ini tidak sesuai dengan prinsip pemilikan tanah 

secara komunal di Minangkabau, bahwa menurut hukum positif 

dinyatakan bahwa tanah yang telah didaftarkan dan disertifikatkan dengan 

sertifikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam 

sertifikat, dengan demikian terhadap tanah ulayat kaum yang telah 

didaftarkan dan dikeluarkan sertifikat dapat dengan mudah dialihkan 

kepemilikannya kepada pihak lain, hal ini juga bertentangan dengan 

hukum adat Minangkabau bahwa tanah ulayat tersebut “dijua indak 

dimakan bali, digadai indak dimakan sando” (dijual tidak dimakan beli, 

digadai tidak makan disandera). Maksudnya tanah ulayat tidak boleh 

dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain untuk selamanya dan 

hanya boleh digadaikan kepada pihak lain tetapi apabila yang 

menggadaikan tanah ingin menebus tanah tersebut maka pihak yang 

memegang gadai harus mau mengembalikannya. 

  Di Sumatera Barat sendiri terdapat aturan mengenai tanah ulayat 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 



 

 

Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Berdasarkan Pasal 

1 ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, bahwa tanah ulayat 

kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang 

ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum 

yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur 

oleh mamak kepala jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum hanya 

bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam 

kaum tersebut hanya mengatur dan melaksanakan segala hal yang 

berkenaan dengan kepentingan bersama. Tanah ulayat kaum tidak dapat 

dibagi-bagi kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk 

dimiliki karena harta tersebut tetap berada dalam penguasaan kaum secara 

komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak 

secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut tanpa adanya 

persetujuan seluruh anggota kaum. Oleh karena itu apabila kaum tersebut 

ingin mendaftarkan dan juga memecah (membagi) tanah ulayat kaum 

tersebut benar-benar diserahkan kepada kaum yang bersangkutan. 

  Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA lebih 

lanjut dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu 

pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dalam 

kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ini meliputi proses 

pemecahan bidang tanah. Dalam proses pemecahan bidang tanah yang 

sudah bersertifikat ini melewati berbagai proses yang harus ditempuh. 



 

 

Biasanya kegiatan pemecahan ini dilakukan terhadap tanah ulayat karena 

kaum tersebut sepakat untuk melakukan proses pemecahan baik dipecah 

atau dibagi terlebih dahulu menurut ganggam bauntuak terhadap 

paruik/jurai maupun dipecah dari sertifikat induk. 

  Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang banyak terdapat 

tanah ulayat, salah satunya yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 

wilayahnya 3.355 km². Di Kabupaten Lima Puluh Kota memang sebagian 

besarnya terdiri dari tanah ulayat. Kurang lebih sebanyak 80% merupakan 

tanah ulayat dan 20% yang merupakan hak atas tanah di luar dari tanah 

ulayat. Tanah ulayat tersebut sudah ada yang didaftarkan tetapi juga masih 

banyak yang belum melakukan proses pendaftaran. Seperti di salah satu 

daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu di Kecamatan Suliki masih 

banyak tanah ulayat yang belum didaftarkan dan beberapa telah terdaftar 

serta ada juga yang sudah melakukan proses pemecahan sertifikat di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga karena sebagian 

besar merupakan tanah ulayat maka menimbulkan kendala tersendiri 

terkait persyaratan yang harus dipenuhi seperti izin dari niniak mamak dan 

kesepakatan kaum. 

  Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh 

Kota, di Kecamatan Suliki tersebut tanah yang sudah didaftarkan dan 

sudah bersertifikat hingga tahun 2021 kurang lebih sebanyak 1.639 

bidang. Kemudian juga terjadi pemecahan terhadap sertifikat tanah kurang 

lebih sebanyak 102 sertifikat yang dipecah. Pemecahan sertifikat ini terjadi 

kepada tanah ulayat atas kesepakatan kaum dan juga bisa terjadi karena 



 

 

waris yang ahli warisnya lebih dari satu orang dan juga karena proses jual 

beli terhadap tanah sehingga dilakukan proses pemecahan. Tetapi sebagian 

besar dari proses pendaftaran ataupun pemecahan ini terjadi  terhadap 

tanah ulayat. 

  Pemecahan sertifikat tanah komunal dengan non komunal 

sebenarnya sama saja. Tetapi terdapat perbedaan pada syarat yang harus 

dipenuhi. Pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum ini 

merupakan harta pusaka tinggi sehingga syarat yang harus dipenuhi yaitu 

adanya ranji dan juga kesepakatan kaum. Untuk syarat lainnya sama saja 

dengan pemecahan sertifikat tanah non komunal. Tetapi syarat yang harus 

ada yaitu harus adanya kesepakatan anggota kaum untuk memecah atau 

membagi agar prosesnya bisa berjalan lancar sehingga terhindar dari 

persoalan atau konflik yang muncul dikemudian hari. 

  Namun dalam implementasinya masih banyak masyarakat umum 

yang belum mengetahui dan memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. 

Selain itu, kepentingan siapa saja yang dilindungi serta sejauh mana 

hukum memberi perlindungan kepada mereka yang melakukan perbuatan 

hukum berdasarkan data yang disajikan jika kemudian terbukti data 

tersebut tidak benar.
6
 Dapat dilihat realitanya bahwa dari proses 

pemecahan tersebut dapat menimbulkan sengketa maupun gugatan karena 

tidak tercapainya kesepakatan kaum. Sehingga hal tersebut akhirnya 

menciptakan masalah internal kaum karena tidak terpenuhinya 
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kesepakatan kaum yang menjadi syarat mutlak dalam pendaftaran tanah 

milik kaum maupun dalam proses pemecahan tersebut. 

  Pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum salah 

satunya terjadi di daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu di Nagari 

Sungai Rimbang Kecamatan Suliki bahwa pada kasus ini melakukan 

pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum. Tetapi ternyata 

ada salah satu anggota kaum yang keberatan karena dia merasa tidak ada 

kesepakatan yang dilakukan dalam kaumnya. Maka dari itu akhirnya 

dilakukan musyawarah internal kaum tersebut untuk mencari jalan keluar 

agar sengketa tersebut tidak terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa 

kesepakatan kaum merupakan hal penting yang harus dipenuhi mengingat 

ini terkait dengan tanah ulayat kaum yang artinya dimiliki secara bersama. 

Karena kalau tidak ada kesepakatan kaum tersebut akan melahirkan 

persoalan atau konflik di dalam kaum tersebut. 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mencoba 

meninjau lebih jauh lagi apa alasan pemecahan sertifikat hak atas tanah 

milik kaum, bagaimana proses pemecahan sertifikat hak atas tanah milik 

kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga apa saja 

kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemecahan sertifikat tanah milik 

kaum tersebut. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitian dalam 

penulisan hukum ini dengan mengangkat judul : 



 

 

“PEMECAHAN SERTIFIKAT TERHADAP HAK ATAS TANAH 

MILIK KAUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA 

PULUH KOTA” 

B. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan 

masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan 

disajikan dalam bentuk pertanyaan.
7
 Apabila hendak dirumuskan masalah-

masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak 

pada problem-problem pokok dari sistem hukum. 

  Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan fokus kepada permasalahan-

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa saja alasan dilakukan pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah 

milik kaum? 

2. Bagaimana proses pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik 

kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota? 

3. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemecahan sertifikat 

terhadap hak atas tanah milik kaum? 

C. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti sesuai dengan 

rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui alasan pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah 

milik kaum. 
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2. Untuk mengetahui proses pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah 

milik kaum. 

3. Untuk mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemecahan 

sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum. 

D. Manfaat Penelitian 

  Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil 

penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis 

tetapi juga bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan 

sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi 

menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.
8
 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam perumusan hasil 

penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk 

implementasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan. 

b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum 

khususnya Mahasiswa Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam. 

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis 

terutama dibidang hukum agraria dan sumber daya alam yang dapat 

dijadikan sumber pengetahuan baru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana proses 

pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum. 
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b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk berbagai 

pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang 

memerlukan hukum dan atau pihak-pihak terkait dalam 

memudahkan proses implementasinya dikemudian hari. 

E. Metode Penelitian 

  Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-

cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami 

lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.
9
 Penelitian hukum merupakan 

serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami 

permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan 

dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang 

diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja 

melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di 

lapangan.
10

 

2. Sifat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, 

maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif-analitis, yakni 
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Jurimentri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.  



 

 

pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek 

penelitian.
11

 Sifat penelitian tersebut memilki tujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan 

permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam 

rangka pengambilan sebuah kesimpulan. 

 

 

 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

1) Penelitian kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik 

berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian 

terdahulu.
12

 Penelitian kepustakaan ini dapat penulis lakukan di 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan buku 

milik pribadi penulis yang berkaitan dengan materi atau 

persoalan yang akan diteliti oleh penulis serta sumber bacaan 

lainnya. 

2) Penelitian lapangan (Field Research) 
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 Penelitian lapangan yakni, penelitian yang bertujuan 

untuk memperlajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
13

 Dalam 

penelitian ini penulis melakukan penelitian di salah satu daerah 

di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kecamatan Suliki tepatnya 

di Nagari Sungai Rimbang kemudian dilanjutkan ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 

 

b. Jenis Data 

1) Data primer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama.
14

 Data primer diperoleh dari lokasi penelitian 

yakni di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota 

dengan mewawancarai narasumber yang terkait dalam 

penelitian ini yaitu Kaum Suku Pitopang, yaitu Bapak Basri 

selaku Mamak Kepala Waris, Kepala Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, 

yaitu Bapak Yurdi Apit, S.ST, MM yang dapat digunakan 

sebagai data penunjang bagi penulis dalam penulisan penelitian 

ini. 
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 Iqbal Hasan, 2008,  Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi 

Aksara, Jakarta, hlm. 5. 
14

 Amiruddin, Zainal Asikin, 2019,  Pengantar Metode Penelitian 

Hukum, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31. 



 

 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.
15

 

Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

a) Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat.
16

 Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara 

lain : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 

2) Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 

tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 
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 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Alfabeta, Bandung, hlm. 193. 
16

 Ibid, hlm. 32. 



 

 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang 

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun dan Pendaftaran Tanah. 

5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat. 

7) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. 

 

 

b) Bahan hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau 

pendapat para pakar.
17

 

c) Bahan hukum tersier 

 Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
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 Amiruddin, Zainal Asikin, Loc. Cit. 



 

 

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan 

ensiklopedia.
18

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi dokumen (documentary study) 

  Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara 

mempelajari bahan-bahan dokumen untuk mendapatkan data atau 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
19

 

Peneliti mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan yang 

berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan diteliti oleh 

penulis. Studi dokumen ini data berasal dari bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. 

b. Wawancara 

  Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan 

bertanya langsung kepada informan. Maksud dari pengertian diatas 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan terkait.
20

 Dalam penelitian ini penulis memilih 

narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan ataupun 

memiliki keterlibatan terhadap penelitian ini yaitu Kaum Suku 

Pitopang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan materi 
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 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktek, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 227. 



 

 

atau persoalan yang akan diteliti oleh penulis, Kerapatan Adat 

Nagari dan masyarakat. 

5. Pengolahan Data 

Menurut Bambang Waluyo, pengolahan data adalah kegiatan 

merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap 

pakai untuk dianalisis.
21

 Dalam penelitian ini, semua data yang 

diperoleh di proses melalui editing yaitu dengan merapikan jawaban 

atau data yang diperoleh untuk memudahkan dalam pengolahan data. 

Data yang didapat selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan 

pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku atau 

literatur terkait, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang penulis teliti. 

6. Analisa Data 

Berdasarkan data yang diperoleh, dianalisis menggunakan 

pendekatan kualitatif, yakni data yang tidak bisa diukur atau dinilai 

dengan angka secara langsung.
22

 Analisa yang tidak menggunakan 

rumus statistik karena tidak berupa angka-angka melainkan dengan 

pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu 

hukum, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh 

dilapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga 

tercapainya kesimpulan dari penelitian. 
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Grafika, Jakarta, hlm. 72. 
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